BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR DAN
PERTIMBANGAN HAKIM SERTA KESESUAIAN PUTUSAN PA

LAMONGAN NOMOR: 2360/Pdt.G/2010/PA.Lmg.

A. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam Memutuskan Perkara
Nomor: 2360/Pdt.G/2010/PA.Lmg.

Pada dasarnya, dalam menyelesaikan perkara yang dibawa ke’ persidangan
di hadapan hakim dan supaya keputusan hakim benar-benar mewujudkan
keadilan, maka hendaklah hakim mengetahui apa yang menjadi gugatan dan
harus mempertimbangkan sebelum memberikan putusan yang berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan dan hukum syara’.

Seperti kasus gugatan perkara No. 2360/Pdt.G/2010/PA.Lmg. di sini
isteri mengajukan gugatan kepada suaminya karena suami pergi meninggalkan
rumah kediaman bersama dan tidak ada kabar selama 3 bulan setelah isteri
menolak diajak hubungan badan oleh suami pada malam pertama, sehingga
rumah tangga yang baru saja dibina tersebut mengalami ketidakharmonisan.
Keadaan ini jelas membawa kemudharatan, sedangkan kemudharatan itu harus

dihilangkan, sesuai dengan kaidah fighiyah:
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J

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.'

Apabila dalam kehidupan suami isteri terjadi keadaan sifat atau sikap
yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak yang dirugikan, maka
salah satu pihak boleh menggunakan haknya untuk membatalkan perkawinannya
di pengadilan dengan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

Diperbolehkannya menggunakan hak untuk mengajukan cerai tersebut
karena perceraian tersebut dipandang lebih ringan mudharatnya. Karena itu
berdasarkan hasil pertimbangan hakim maka hakim mengabulkan gugatan
perceraian tersebut karena perceraian dianggap jalan yang terbaik daripada
membiarkan perkawinannya yang tidak memenuhi tujuan dari perkawinan, yaitu
menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Meskipun alasan-alasan telah sesvai dengan peraturan yang ada, hakim
tidak dapat memutuskan perkara tersebut tanpa adanya alat-alat bukti yang
memperkuat alasan isteri dalam mengajukan gugatan cerai. Oleh karena itu
sebelum memutuskan perkara tersebut, hakim harus memeriksa bukti-bukti yang

telah diajukan penggugtan, antara lain:

' H. Muchlis Usman, Kaidah-ksidah Ushuliyah dan Fighiyah, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
510.
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1. Alat Bukti Surat
Penggugat dalam membuktikannya telah mengajukan alat bukti
berupa photocopy kutipan akta nikah nomor: 246 /01 / IX/2010 Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ngimbang , Kabupaten Lamongan. Dengan
adanya surat bukti ini, hakim terikat dengan alat bukti yang telah diberikan
penggugat. Oleh karena itu hakim tidak bisa memutuskan lain karena sifat
alat bukti adalah sempurna.
2. Alat Bukti Saksi
Dari kedua saksi yang dihadirkan dalam persidangan dari pihak
penggugat yang memberikan keterangan bahwa antara penggugat dan
tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah. Akan tetapi rumah tangga
suami isteri tersebut sejak semula tidak pernah rukun karena penggugat
belum siap mental ketika diajak berhubungan badan dan atas perilaku
penggugat tersebut tergugat tidak sabar yang akhirnya pergi meninggalkan
tempat tinggal bersama selama 3 (tiga bulan).
Keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi.
Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 282:
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Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki
df antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang
lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai,
supaya jika scorang lupa maka seorang lagi mengingatkannysa.
Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi ketcrangan) apabila
mereka dipanggil, (QS. Al-Baqgarah: 282)>

3. Alat Bukti Pengakuan

Dalam proses persidangan perkara Nomor: 2360/Pdt.G/2010/PA.Lmg,
tidak terdapat alat bukti pengakuan dari pihak tergugat (suami) karena pihak
tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya dalam proses
persidangan.

Dalam hukum acara perdata, pengakuan yang diucapkan dihadapan
hakim merupakan alat bukti yang sempurna dan yang menentukan. Akan
tetapi dalam kasus tersebut tidak ditemukan adanya pengakuan. Untuk itu,
kebenaran dari gugatan penggugat telah terbukti dengan tidak adanya
perlawanan dari pihak tergugat dan oleh karena itu gugatan dikabulkan oleh
hakim dengan putusan verstek yang berdasarkan pada pasal 125 HIR yang
berbunyi: jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau
tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia
dipanggil secara patut, maka gugatan diterima dengan tidak hadir yaitu

dengan verstek.”

2 Depag R, a/-Qur’an dan Terjemahannya, h. 70
* R. Soesilo, RIB/HIR dengan Pejelasannya, Pasal 125, h. 83
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Dalam memutuskan perkara Nomor: 2360/Pdt.G/2010/PA.Lmg.
dapat dianalisa bahwa dasar hukum yang digunakan hakim merujuk pada
beberapa pertimbangan yang muncul pada tahap pemeriksaan perkara di
dalam persidangan. Di mulai saat pembacaan gugatan hingga akhir
persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa penggugat mengajukan gugatan
perceraian karena tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama
karena tidak mau sabar atas sikap penggugat yang belum siap mental ketika
diajak hubungan badan.

Dengan demikian alasan-alasan yang diajukan penggugat tersebut
telah dibenarkan dan diperkuat yang didukung pula dengan alat bukti akta
nikah dan alat bukti saksi. Dengan berbagai pertimbangan hukum yang ada
maka hakim dapat memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat
tersebut dengan alasan lain yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus yang disebabkan karena penggugat (isteri) tidak siap diajak
hubungan badan‘ oleh tergugat (suami). Oleh karena itu alasan penggugat
untuk mengajukan gugatan telah memenuhi persyaratan sehingga oleh hakim
dalam memutuskan perkara merujuk pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Antara suami
dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”
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Setelah melihat alasan-alasan yang diterangkan di atas dalam perkara
nomor: 2360/Pdt.G/2010/PA.Lmg. penulis dapat menyimpulkan sebagai
berikut:

Bahwa dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan perkara gugat
cerai Nomor: 2360/Pdt.G/2010/PA.Lmg. ini dengan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam
memutuskan perkara tersebut hakim merujuk pasal 19 huruf (f) PP. No. 9
Tahuﬁ 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:
“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan dalam perkara ini yang
dilatarbelakangi oleh ketidaksiapan isteri ketika diajak hubungan badan oleh
suami ini jelas tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang diharépakan yaitu
terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Melihat berkas putusan dan memperhatikan dasar hukum yang
dipakai hakim maka penulis tidak sependapat dengan  dasar dan
pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perkara Nomor:
2360/Pdt.G/2010/PA/Lmg.. Dalam perkara tersebut hakim menggunakan

dasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal
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116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam akan tetapi dalam posita dijelaskan
bahwa tidak terjadi perselisihan dan pertengaran secara terus menerus oleh
suami isteri.

Jika melihat posita dan keterangan saksi dalam salinan putusan
Nomor 2360/Pdt.G/2010/PA.ng. tersebut maka dasar hukum yang dipakai
dalam memutuskan perkara tersebut menurut hemat penulis adalah pasal 19
huruf (b) pasal 116 huruf (g) yakni pelanggaran ta’lik talak. Faktanya dalam
kasus ini suami pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama 6
bulan sejak kepergian suami sampai perkara ini diputuskan dan dapat
dipastikan pula bahwa suami tidak memberi nafkah wajib, mengingat snami

Jjuga tidak memberi kabar berita kepada isteri.

B. Kesesuaian Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor:
2360/Pdt.G.2010/PA.Lmg. dengan Hukum Islam.

Setiap individu dituntut dan berkewajiban untuk membangun rumah
tangganya sehingga menjadi rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan
sejahtera, baik lahir maupun batin di mana suasana keharmonisan dan
ketenangan hidup akan tercipta di dalamnya,

Berpijak dari suatu tujuan perkawinan di atas yakni kebahagiaan,
ketenangan, dan ketentraman dalam kehidupan berumah tangga, maka apalah

artinya jika di dalam perkawinan itu hatinya tidak bisa tenang, tentram, dan
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mendapat kebahagiaan. Tetapi justru sebaliknya, yakni penderitaan lahir dan
batin serta kegelisahan yang selalu menyelimuti, karena salah satu pihak pergi
menginggalkan rumah tinggal bersama tanpa adanya kabar yang jelas yang
menyebabkan terganggunya keharmonisan berumah tangga.

Untuk mengatasi kemelut rumah tangga antara suami isteri, agama Islam
memerintahkan agar diutus dua orang hakam (juru damai). Pengutusan hakam
dimaksud untuk menelusuri sebab-sebab terjadinya perselisihan dan
pertengkaran dan berusaha mencari jalan keluar guna memberikan penyelesaian
terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi suami isteri tersebut.

Pengangkatan hakam ini terdapat dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 35,

yaitu:

: ’ fo 4 ofo . jto or ~
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Dan jika kamu khawatirkan ada persezzgketaan antara keduanya,

maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam
dari kelusrga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri
itu, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal,’
Yang dimaksud hakam dalam surat an-Nisa’ ayat 35 diatas adalah
seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga

tersebut. Hakam disini bertugas untuk mempelajari dan meneliti sebab-sebab

terjadinya konflik yang kemudian dicari jalan penyelesaiannya untuk

* Depag R1, a/-Qur’an dan Terjemahannya, h. 123
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menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah tersebut atau kalau tidak
mungkin menceraikan keduanya, tergantung mana yang paling baik dan mungkin
diikuti menurut hakam.

Wewenang menunjuk hakam (juru damai) kasus syiqaq atau perselisihan
dan pertengkaran, terdapat perbedaan pendapat para ‘ulama figh. Mayoritas
ulama berpendapat bahwa wewenang menunjuk hakam diberikan kepada hakim
(pengadilan) sebagai hakim dan penanggunng jawab masyarakat. Mazhab Hanafi
dan Mahmud Syaltut berpendapat bahwa wewenang menunjuk hakam diberikan
kepada suami isteri dan keluarga masing-masing,.’

Adapun tugas dan wewenang hakam (juru damai) menurut mazhab
Hanafi, gaul gadim Imam Syafi’i hanyalah sekedar menelusuri sebab-sebab
terjadinya pertengkaran dan sejauh mungkin berusaha merukunkan suami isteri.
Jika usaha mendamaikan tidak berhasil, maka hakam dari pihak suami tidak
berwenang menjatuhkan talaq suami kepada isteri dan hakam dari pihak isteri
tidak berwenang mengadakan khuluk terhadap suami.®

Mazhab Maliki, qaul jadid Imam Syafi’l berpendapat bahwa tugas
dan wewenang hakam setelah menelusuri sebab-sebab terjadinya pertengkaran,

maka hakam berkuasa penuh untuk menceraikan suami isteri sekiranya tidak

Z Departemen Agama Rl, Easiklopedi Islam di Indopesia, 1160
Ibid,
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mungkin dirukunkan kembali atau apabila mereka beranggapan bahwa cerai
berarti lebih baik bagi kedua belah pihak yang bersengketa.’

Mazhab Hanéﬁ, qaul gadim Imam Syafi’l, dan mazhab Hambali tidak
membolehkan terjadinya perceraian jika hanya berdasarkan pertimbangan adanya
‘syiqaq. Sebab dipandang masih ada kemungkinan jalan lain untuk mengatasi
madharat yang mungkin akan ditimbulkan oleh syiqaq tersebut. Selain melalui
talaq dan perceraian, salah satu cara menyelesaikan perselisihan adalah bisa
dengan diajukan ke Pengadilan Agama. Hakim atau aparat yang berwenang
menaschati suami isteri tersebut agar tidak mengulangi sikap dan tindakan yang
dapat menimbulkan perselisihan baru,

Sementara mazhab maliki membolehkan terjadinya perceraian
berdasarkan pertimbangan syigaq. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan
kemadharatan yang akan ditimbulkan oleh perselisihan yang berkepanjangan.
Untuk itu baik suami atau isteri boleh mengajukan perkaranya ke pengadilan jika
terbukti apa yang diadukan benar, maka hakim akan mejatuhkan talaq. Namun
jika tidak terbukti kebenarannya, maka hakim tidak akan menjatuhkan talaq dan
hakim akan mengutus dua orang juru damai, satu orang dari keluarga suami dan
satu orang dari keluarga isteri.®

Sekiranya pengadilan berpendapat bahwa fakta tentang adanya

perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri sudah sedemikian parah

? Ibid.
8 Dahlan Abdul Aziz (Eds), Ensiklopedi Hukum Islam, h. 1709
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sifat dan bobotnya, mungkin terjadinya sudah begitu sering sehingga tidak ada
harapan lagi bagi pasangan suami isteri untuk hidup rukun dalam suatu ikatan
rumah tangga, maka hakim akan menjatuhkan talaq atas perkara tersebut
sehingga kemadharatan harus dibuang dan kemaslahatan harus atau wajib
diambil.

Jika di analisis, maka hal ini sesuai dengan kaidah fighiyah yang
berbunyi:

-

addi g,.u P AMPA I

Artinya: menolak kerusahan harus didahulukan daripada menarik

kemaslahatan. ’*

Dalam perkara Nomor 2360/Pdt.G/2010/PA.Lmg. ini adalah perkara
gugat cerai dimana suami meninggalkan tempat kediaman bersama setelah pada
malam pertama perkawinannya isteri tidak siap diajak hubungan badan olch
suami.

Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah
dan Imam Syafi’i tindakan suami meninggalkan tempat kediaman bersama itu
tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada
hakim karena tidak mempunyai alasan yang tidak dipertanggung jawabkan.

Imam Malik dan Imam Ahmad membolehkan untuk menjadikan tindakan
suami itu sebagai alasan untuk bercerai, walaupun suami meninggalkan harta

untuk isteri. Dasarnya adalah bahwa disamping harta, isteri juga berhak

? Muchlis, Kaidah-kaidah Ushuliyah... h.512
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mendapatkan pergaulan yang baik dari suaminya. Karena itu kepergian suami
dalam waktu yang lama akan menimbulkan kemudharatan bagi pihak isteri.

Imam Ahmad membedakan antara suami yang meninggalkan isterinya
dengan alasan dan suami yang meninggalkan isterinya tanpa alasan. Bagi yang
meninggalkan tanpa alasan ditetapkan enam bulan sebagai waktu untuk
menunggu, sedangkan bagi suami yang mempunyai alasan, waktu menunggu
adalah satu tahun.

Penulis lebih merujuk pada pendapat Imam Ahmad yang menyatakan
bahwa isteri boleh mengajukan gugatan cerai (fasakh) karena suami pergi dari
tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas dan bagi isteri ditetapkan waktu
menunggu selama 6 bulan, walaupun hal itu berawal dari ketidaksiapan istri
dalam melakukan hubungan badan. Ketidakjelasan kabar dari suami tersebut,
baik mengenai tempat kediaman serta keadaan dapat merusak tujuan perkawinan
yaitu keluarga yang mawaddah warahmah, dan tujuan lain dari perkawinan yakni
untuk mengembangkan keturunan dan untuk menjaga kelangsungan hidup. Akan
tetapi tujuan tersebut mungkin tidak dapat tercapai atau gagal yang adakalanya
disebabkan karena ketidaksabaran suami dalam menggauli isterinya sampai
isterinya benar-benar siap secara lahir dan batin, Perceraian dalam kasus ini
diperbolehkan yang dapat membawa maslahah. Jika perkawinan tersebut tetap
diteruskan dan dipertahankan kemungkinan isteri khawatir akan terjadi

madharat.
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Jika melihat pada putusan hakim pada kasus ini, yaiu hakim menjatuhkan
talak ba’in satu maka pendapat Imam Malik dan Fmam Ahmad yang telah
dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkara ini. Sehingga hakim dalam
memutuskan kasus ini adalah sah dan tepat. Tetapi jika melihat dasar
pertimbangan yang dipakai hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan
memakai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka hemat penulis kurang tepat.

Oleh karena itu, dalam pandangan penulis pasal yang tepat menurut
ketentuan pasal 116 huruf (g) kompilasi hukum islam yakni pelanggaran ta’lik
talak dalam kasus ini karena dalam faktanya suami tidak memberikan nafkah
wajib kepada isteri selama 3 bulan dan suami membiarkan atau tidak
memperdulikan isterinya selama 6 bulan, maka ada benarnya mengingat dalam
kasus ini disamping suaminya pergi meninggalkan isteri dipastikan bahwa suami
tidak pernah mengirimkan nafkah sehingga isteri sangat teraniaya.

Dan dari pemaparan di atas, jika dikaitkan dengan kasus yang ada di
pengadilan agama lamongan, yaitu isteri mengajukan gugatan cerai atas perginya
suami dari tempat tinggal bersama maka hal itu benar adanya karena mengingat
dalam kasus ini suami benar-benar telah meninggalkan isterinya dalam waktu
yang lama dan telah meninggalkan pula tanggung jawabnya sebagai suami

sehingga isteri merasa teraniaya atas keprgiannya tersebut.



